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ABSTRACT

The authority of a substitute notary in the iss@aotcopies and minutes of deeds for legal testimorcourt
and police investigations is an important issughia legal field that requires in-depth understagdihhis
research aims to analyze the scope and limits efatithority of a substitute notary in the conteiktssuing
these legal documents. The research method usetitésature study to collect information and dedkated to
the authority of substitute notaries, as well aaly#ing various regulations and related court dens The
results of the analysis show that the authority etibstitute notary has clear limitations in tlseigce of copies
and minutes of deeds for legal purposes in couwdtpatice investigations. Factors such as statypooyisions,
notary code of ethics, as well as court decisiorstlae main considerations in determining the aitthof a
substitute notary in certain situations. This reslegrovides a better understanding of the roleudfstitute
notaries in the broader legal context, as welhasélevant legal implications in notarial practicéndonesia.
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PENDAHULUAN

Penerbitan salinan dan minuta akta oleh notariggeanti untuk keperluan keterangan
hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian upakan topik yang mendalam dan
penting dalam studi hukum (Taslim, Y. 2021). Penataris sebagai pejabat umum yang
memiliki kewenangan untuk membuat dokumen hukum jaderkrusial dalam menjaga
keabsahan dan keandalan informasi yang digunakamgaoses hukum. Dalam konteks ini,
notaris pengganti, yang memiliki kewenangan unte@kggantikan notaris yang berhalangan
sementara, memainkan peran yang signifikan. Permekanalisis terhadap kewenangan
notaris pengganti dalam situasi ini memerlukan gemean yang mendalam terhadap
berbagai faktor yang memengaruhinya, termasuk asgulukum, kode etik profesi, dan
interpretasi hukum yang berkaitan.

Pada era modern ini, di mana kompleksitas kasuarhuidemakin meningkat, peran
notaris pengganti dalam penerbitan dokumen hukunukukeperluan pengadilan dan
kepolisian menjadi semakin penting. Namun, pentagpemahaman yang tepat tentang
kewenangan notaris pengganti juga tidak dapat thaba Sebagai bagian dari sistem
peradilan dan penegakan hukum, dokumen-dokumen gigerpitkan oleh notaris pengganti
haruslah memenuhi standar keabsahan yang ketahatas dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum (Indriani, D. 2016)
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Permasalahan terkait kewenangan notaris penggat@mdpenerbitan salinan dan
minuta akta untuk keterangan hukum di pengadilan panyelidikan kepolisian telah
menjadi fokus perhatian dalam berbagai diskusi ekeasl dan praktik hukum. Analisis
mendalam tentang batasan dan lingkup kewenanganspengganti menjadi penting untuk
memastikan bahwa proses hukum berjalan dengardaditransparan. Dalam konteks ini,
perbandingan antara ketentuan hukum yang berlalde ktik notaris, dan interpretasi kasus
hukum yang relevan menjadi kunci untuk memahamiedsnlegal dari kewenangan notaris
pengganti.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan peamaan yang komprehensif
tentang kewenangan notaris pengganti dalam peaerlsalinan dan minuta akta untuk
keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikaroli@pn. Melalui pendekatan analisis
yang sistematis dan berbasis bukti, diharapkanlpianeini dapat memberikan kontribusi
yang berarti dalam pengembangan pemikiran danikrltkum terkait peran notaris dalam
sistem peradilan dan penegakan hukum.

Dalam penjelasan lebih lanjut, penelitian ini akaengeksplorasi berbagai aspek
yang terkait dengan kewenangan notaris penggaetmassuk landasan hukum yang
mengaturnya, prinsip-prinsip etika profesi yang usardiikuti, serta pandangan dari
pengadilan dan kepolisian dalam hal penggunaanndekuyang diterbitkan oleh notaris
pengganti. Diharapkan bahwa hasil analisis yangerdlph dari penelitian ini akan
memberikan wawasan yang lebih baik tentang pergariagpengganti dalam proses hukum,
serta memberikan arahan yang bermanfaat bagi giréktkum, akademisi, dan pihak-pihak
yang terlibat dalam sistem peradilan dan peneghlkom.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitigaridis-normatif dengan
menggunakan pendekatan bahan hukum dan beberapaféktial. Diantara beberapa bahan
hukum yang dipakai diantaranya adalah baham hukumep bahan hukum sekunder, dan
hukum tertier. Dalam metode penelitian hukum ysrdormatif diharapkan hasil penelitian
ini akan melihat implikasi dari produk hukum aktainota dan kewenangan notaris

memberikan mandat pada notaris pengganti.

PEMBAHASAN
1.1. Kewenangan Notaris Untuk Menerbitkan Akta

Kewenangan notaris pengganti dalam penerbitanasatian minuta akta untuk keperluan
keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikanolkigpn merupakan topik yang
kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalatariN@pengganti adalah notaris
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yang ditunjuk untuk menggantikan notaris yang barigan sementara dalam menjalankan
tugasnya. Dalam konteks penerbitan dokumen hukotaris pengganti memiliki peran yang

penting untuk memastikan keabsahan dan keandal&onmam yang diterbitkan, serta

memastikan bahwa proses hukum berjalan denganrlaacaadil. Pembahasan mengenai
kewenangan notaris pengganti dalam hal ini meldratberbagai aspek yang harus
dipertimbangkan, termasuk landasan hukum, prinsigsip etika profesi, serta pandangan
dari berbagai pihak terkait.

Dalam hukum Indonesia, kewenangan notaris penggadiatur secara jelas dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatdarisl (UUJN). Pasal 48 UUJN
menyebutkan bahwa notaris pengganti memiliki kewgaa yang sama dengan notaris yang
digantikannya dalam hal membuat akta autentik. Narperlu diperhatikan bahwa notaris
pengganti hanya memiliki kewenangan tersebut selanmenggantikan notaris yang
berhalangan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangéeris pengganti bersifat terbatas dan
bersifat sementara, sesuai dengan keperluan sihzggiang muncul.

Sementara itu, dalam praktiknya, notaris penggagé harus mematuhi kode etik profesi
yang mengatur perilaku dan tindakan notaris. Kotile tersebut menegaskan pentingnya
notaris pengganti untuk menjaga independensi, limésg dan kejujuran dalam menjalankan
tugasnya. Notaris pengganti juga harus memastikamvéd dokumen yang diterbitkan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undadgrg dan peraturan terkait, serta
tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam konteks penerbitan salinan dan minuta aktiakukeperluan keterangan hukum di
pengadilan, notaris pengganti memiliki tanggungagbwntuk memastikan bahwa dokumen
yang diterbitkan merupakan salinan yang sah daratkari akta asli yang telah dibuat. Hal
ini melibatkan proses verifikasi dan legalisasi yazermat untuk memastikan keabsahan
dokumen tersebut. Di sisi lain, dalam penyelidikapolisian, dokumen yang diterbitkan
oleh notaris pengganti dapat menjadi bukti yangtipgndalam proses penyelidikan dan
penegakan hukum. Oleh karena itu, notaris penggagt harus memastikan bahwa
dokumen yang diterbitkan dapat dipertanggungjawalsecara hukum dan dapat digunakan
sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Pembahasan mengenai kewenangan notaris pengggati gerlu memperhitungkan
pandangan dari berbagai pihak terkait, termasulgamitan, kepolisian, dan pihak-pihak
yang terlibat dalam proses hukum. Pandangan iniatddgervariasi tergantung pada
interpretasi hukum yang dilakukan dan kepentingasing-masing pihak. Oleh karena itu,
penting untuk mempertimbangkan berbagai sudut pgndan memastikan bahwa keputusan
yang diambil mengenai kewenangan notaris pengghadisarkan pada pertimbangan yang
matang dan berimbang.

Secara keseluruhan, analisis kewenangan notarggpeti dalam penerbitan salinan dan
minuta akta untuk keperluan keterangan hukum dgaéian dan penyelidikan kepolisian
melibatkan pemahaman yang komprehensif terhaddmgar aspek hukum, etika profesi,
dan pandangan dari berbagai pihak terkait. Dengamperhatikan semua faktor tersebut,
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diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepdtik memastikan bahwa proses
hukum berjalan dengan lancar, adil, dan sesuaiattepgnsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penerbitan salinan dan minuta akta oleh notariggeanti untuk keperluan keterangan
hukum di pengadilan dan penyelidikan kepolisian jadinfokus perhatian yang signifikan
dalam ranah hukum. Notaris pengganti memiliki peyang penting dalam memastikan
keabsahan dan keandalan dokumen hukum yang didmmbdalam proses peradilan dan
penegakan hukum. Dalam konteks penerbitan salikda antuk keperluan pengadilan,
notaris pengganti harus memastikan bahwa salinag glderbitkan adalah salinan yang sah
dan akurat dari akta asli yang telah dibuat. Proszgikasi yang cermat dan legalisasi
dokumen menjadi langkah penting untuk memastikaabs&han dokumen tersebut.
Sebaliknya, dalam konteks penyelidikan kepolis@okumen yang diterbitkan oleh notaris
pengganti dapat menjadi bukti yang krusial dalarasgs penyelidikan dan penegakan
hukum. Oleh karena itu, notaris pengganti harus astikan bahwa dokumen yang
diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara hulan dapat digunakan sebagai alat
bukti yang sah di pengadilan.

Namun, dalam melaksanakan kewenangannya, notamggaeti juga harus mematuhi
kode etik profesi yang mengatur perilaku dan tideknotaris. Kode etik tersebut
menegaskan pentingnya notaris pengganti untuk m&njadependensi, integritas, dan
kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Notaris pamjguga harus memastikan bahwa
dokumen yang diterbitkan memenuhi persyaratan gietapkan dalam undang-undang dan
peraturan terkait, serta tidak melanggar prinsipsipp hukum yang berlaku. Dalam hal ini,
integritas dan profesionalisme notaris penggantjatk kunci untuk menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga notaris secara kesaturu

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan pandangam lierbagai pihak terkait, termasuk
pengadilan, kepolisian, dan pihak-pihak yang tatlidalam proses hukum. Pandangan ini
dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hwamy dilakukan dan kepentingan masing-
masing pihak. Oleh karena itu, penting untuk memmpeangkan berbagai sudut pandang
dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mendemaéenangan notaris pengganti
didasarkan pada pertimbangan yang matang dan keargmb

Dalam kaitannya dengan landasan hukum, kewenangi@mnishpengganti diatur secara
jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ngniabatan Notaris (UUJN). Pasal
48 UUJN menyebutkan bahwa notaris pengganti meinkélwenangan yang sama dengan
notaris yang digantikannya dalam hal membuat aktanéik. Namun, notaris pengganti
hanya memiliki kewenangan tersebut selama mendggantiotaris yang berhalangan. Hal ini
menunjukkan bahwa kewenangan notaris penggantifdietesrbatas dan bersifat sementara,
sesuai dengan keperluan situasional yang muncsligTay. 2021).

Dalam praktiknya, kewenangan notaris pengganti ktideanya berkaitan dengan
pembuatan salinan akta, tetapi juga meliputi penapuminuta akta. Minuta akta merupakan
transkrip atau ringkasan dari akta autentik yarglagkan oleh notaris untuk kepentingan
notaris sendiri atau pihak yang berkepentingan.aibakonteks keterangan hukum di
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pengadilan, minuta akta dapat menjadi bukti yangtipg untuk mendukung argumen atau
klaim yang diajukan oleh salah satu pihak. OleheRar itu, notaris pengganti harus
memastikan bahwa minuta akta yang disiapkan semragan ketentuan hukum dan tidak
mengandung kesalahan atau kekurangan yang dapaguken keabsahannya.

Selain mempertimbangkan aspek hukum dan etika girafetaris pengganti juga harus
memperhatikan risiko dan konsekuensi hukum yanggkiantimbul dari tindakan atau
keputusan yang diambilnya. Kesalahan atau kelaldalam penerbitan dokumen hukum
dapat berpotensi menyebabkan masalah hukum yaing,sermasuk pembatalan dokumen
atau tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, notagegganti perlu mengambil langkah-langkah
pencegahan yang tepat dan memastikan bahwa setiagan yang diambil didasarkan pada
pertimbangan yang matang dan berdasarkan pad#pppimssip hukum yang berlaku.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasiametpengganti juga dihadapkan
pada tantangan baru terkait dengan keamanan dasyritas dokumen elektronik.
Perkembangan teknologi informasi telah membuka gogjubaru dalam penerbitan dan
penyimpanan dokumen elektronik, namun juga menikaoulrisiko baru terkait dengan
keamanan dan privasi data. Oleh karena itu, nofsrgyganti perlu mengadopsi praktik-
praktik terbaik dalam penggunaan teknologi infoimaguk memastikan bahwa dokumen
yang diterbitkan tetap aman dan terjamin keabsal@ann

Dalam menjalankan tugasnya, notaris pengganti jougaus memperhatikan prinsip-
prinsip keadilan dan keadilan dalam penerbitan deuhukum. Keadilan adalah salah satu
prinsip dasar dalam sistem hukum yang menuntuakeah yang adil dan merata terhadap
semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, nofagisgganti harus memastikan bahwa setiap
keputusan atau tindakan yang diambilnya tidak diskatif atau tidak adil dalam
pengaruhnya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, kewenangan notaris penggdamn geenerbitan salinan dan minuta
akta untuk keperluan keterangan hukum di pengaddan penyelidikan kepolisian
melibatkan pemahaman yang komprehensif terhaddmgar aspek hukum, etika profesi,
dan pandangan dari berbagai pihak terkait. Dengamperhatikan semua faktor tersebut,
diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepdtik memastikan bahwa proses
hukum berjalan dengan lancar, adil, dan sesuaiatepgnsip-prinsip hukum yang berlaku
(Dianti, V. P. (2021)..

Dalam menjalankan tugasnya, notaris pengganti jdgsadapkan pada berbagai
pertimbangan yang kompleks terkait dengan keaddan kepentingan yang terlibat.
Keadilan menjadi prinsip yang sangat penting dadetem hukum, yang menuntut perlakuan
yang adil dan merata terhadap semua pihak yarigaerDleh karena itu, notaris pengganti
harus memastikan bahwa setiap tindakan atau kegutyang diambilnya tidak hanya
mempertimbangkan aspek hukum dan etika, tetapi jngagedepankan prinsip keadilan.
Dalam hal ini, notaris pengganti harus mampu menlgangkan antara kepentingan berbagai
pihak yang terlibat dalam suatu transaksi ataugsrdsikum, serta memastikan bahwa setiap
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keputusan yang diambil tidak diskriminatif atauakdadil dalam pengaruhnya terhadap
pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, dalam konteks keterbukaan dan transparaotaris pengganti juga memiliki
tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap dokuyamg diterbitkan memenuhi
standar kejelasan dan ketelitian yang diperlukaan{RF. A., & Ali, D. 2019). Dokumen
hukum yang diterbitkan oleh notaris pengganti hanuslah dipahami dan tidak mengandung
kebingungan atau ambigu yang dapat menimbulkanldgtastian hukum. Oleh karena itu,
notaris pengganti harus menghindari penggunaalahstitau frasa yang tidak jelas atau
samar, serta memastikan bahwa setiap dokumen yiderpitkan memenuhi persyaratan
formal dan substansial yang ditetapkan dalam hukum.

Dalam konteks pembahasan lebih lanjut, perlu jugserimbangkan dampak dari
keputusan atau tindakan notaris pengganti terhddgpercayaan masyarakat terhadap
lembaga notaris secara keseluruhan. Notaris adpilan dalam sistem peradilan dan
penegakan hukum, dan kepercayaan masyarakat tprleadhaga notaris sangat bergantung
pada integritas dan profesionalisme notaris pertfggitam menjalankan tugasnya. Oleh
karena itu, notaris pengganti harus memastikan aaetiap tindakan atau keputusan yang
diambilnya tidak hanya memenuhi standar hukum dia erofesi, tetapi juga dapat
mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan mkayaerhadap lembaga notaris
sebagai lembaga yang dapat diandalkan dan independe

Dalam menghadapi perubahan dan tantangan yangaerksmbang dalam dunia hukum,
notaris pengganti juga perlu terus melakukan peonamadan peningkatan diri. Pengetahuan
dan keterampilan notaris pengganti harus teruship@rui dan ditingkatkan sesuai dengan
perkembangan hukum dan teknologi informasi. Notagisgganti juga harus terus memantau
perkembangan hukum dan peraturan terkait profesarisp serta berpartisipasi dalam
kegiatan pelatihan dan pengembangan profesionak unéningkatkan kompetensinya dalam
menjalankan tugasnya.

Dalam konteks hubungan kerja sama dengan pihak-pér&ait, notaris pengganti juga
perlu membangun dan memelihara hubungan yang leaiggach berbagai pihak yang terlibat
dalam proses hukum. Kemitraan yang kuat denganagdag, kepolisian, dan pihak-pihak
lainnya dapat membantu notaris pengganti dalam atarjan tugasnya dengan lebih efektif
dan efisien. Oleh karena itu, notaris penggantuhaktif dalam menjalin komunikasi dan
kerja sama dengan berbagai pihak terkait, serta asighan bahwa setiap tindakan atau
keputusan yang diambilnya memperhatikan kepentingamrsama dan menciptakan nilai
tambah bagi semua pihak yang terlibat.

Maka, notaris pengganti memiliki peran yang samgaiting dalam penerbitan dokumen
hukum untuk keperluan keterangan hukum di pengadiéan penyelidikan kepolisian. Dalam
menjalankan tugasnya, notaris pengganti harus nidaasbahwa setiap tindakan atau
keputusan yang diambilnya memenuhi standar hukuika erofesi, dan prinsip keadilan.
Notaris pengganti juga harus terus melakukan pambardan peningkatan diri, serta
membangun hubungan yang baik dengan berbagai pehle&it untuk mencapai hasil yang
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optimal dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikiataris pengganti dapat menjadi
mitra yang dapat diandalkan dalam proses peraddarnpenegakan hukum, serta memainkan
peran yang signifikan dalam menjaga integritas #apercayaan masyarakat terhadap
lembaga notaris secara keseluruhan.

Dalam konteks penerbitan dokumen hukum oleh nofaigyganti, penting juga untuk
mempertimbangkan aspek perlindungan data dan iaf&rnpribadi. Seiring dengan
perkembangan teknologi informasi, keamanan datgadesemakin penting dalam menjaga
kerahasiaan dan integritas dokumen hukum. Notarggganti harus memastikan bahwa
setiap dokumen yang diterbitkan mengikuti stand=ankanan data yang ditetapkan dalam
undang-undang privasi data yang berlaku. Langkapkiah keamanan yang tepat, seperti
enkripsi data dan penggunaan sistem keamanan yaafy karus diterapkan untuk
melindungi data pribadi dan informasi sensitif tajia yang terkandung dalam dokumen
hukum.

Di samping itu, peran notaris pengganti juga daga¢rluas untuk memfasilitasi proses
penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Notangganti dapat bertindak sebagai mediator
atau penengah antara pihak-pihak yang terlibatdakengketa untuk mencapai kesepakatan
yang saling menguntungkan. Dengan pengetahuan hykag mendalam dan kemampuan
komunikasi yang baik, notaris pengganti dapat mermbaihak-pihak yang terlibat dalam
sengketa untuk mencapai penyelesaian yang adibedelanjutan tanpa melibatkan proses
peradilan yang panjang dan mahal.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan yang tedesigjan globalisasi dan perdagangan
internasional, notaris pengganti juga harus mam@mamnami dan menerapkan prinsip-
prinsip hukum internasional dalam prakteknya. Pdsba dalam sistem hukum antarnegara
dapat menjadi hambatan dalam proses penerbitamaokinukum yang melibatkan pihak-
pihak dari berbagai yurisdiksi. Oleh karena itutanis pengganti perlu memiliki pengetahuan
yang cukup tentang hukum internasional dan kemampuatuk beradaptasi dengan
perbedaan-perbedaan tersebut dalam menjalankasnitaga

Selain menghadapi tantangan dan kompleksitas datenteks hukum, notaris pengganti
juga harus memperhatikan aspek profesionalisme ka@gatuhan terhadap prinsip-prinsip
etika dalam prakteknya. Etika profesi notaris memidan pentingnya integritas,
independensi, dan kredibilitas dalam setiap tindakan keputusan yang diambil oleh
notaris. Oleh karena itu, notaris pengganti haalals mempertahankan standar etika yang
tinggi dalam menjalankan tugasnya, serta menghindmflik kepentingan atau perilaku
yang tidak etis yang dapat merugikan kepercayaasyamakat terhadap lembaga notaris
(Yansyah, D. 2023).

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan kompleksiégdam prakteknya, notaris
pengganti juga harus mampu mengembangkan keteemmpbmunikasi yang baik.
Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dantiefddngan berbagai pihak terkait,
termasuk pengadilan, kepolisian, klien, dan pihiddalo lainnya, merupakan keterampilan
yang sangat penting bagi notaris pengganti. Konasnikyang baik dapat membantu
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memastikan bahwa setiap dokumen yang diterbitkameneahi kebutuhan dan harapan dari
berbagai pihak yang terlibat, serta mencegah tesgadkebingungan atau ketidakpahaman
yang dapat menghambat proses hukum (Indriani, D620

Jadi, peran notaris pengganti dalam penerbitan rdeku hukum untuk keperluan
keterangan hukum di pengadilan dan penyelidikamolk@pn melibatkan berbagai aspek
yang kompleks dan penting. Notaris pengganti haresiastikan bahwa setiap tindakan dan
keputusan yang diambilnya mematuhi standar hukurka erofesi, dan prinsip-prinsip
keadilan. Selain itu, notaris pengganti juga hansnmpu menghadapi berbagai tantangan
yang muncul dalam prakteknya, termasuk tantangamotegi, globalisasi, dan perbedaan
hukum internasional. Dengan menjaga profesionaliy@eg tinggi, kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip etika, dan kemampuan untuk beraaiptiengan perubahan lingkungan,
notaris pengganti dapat memainkan peran yang ggnifdalam menjaga integritas dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaagaelembaga yang dapat diandalkan
dalam sistem peradilan dan penegakan hukum.

Dalam konteks penerbitan dokumen hukum oleh notaisgganti, perlu diperhatikan
juga peran teknologi dalam mengoptimalkan prosega.keleknologi informasi telah
membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektomasuk dalam bidang hukum.
Notaris pengganti perlu memanfaatkan teknologirmfisi untuk meningkatkan efisiensi dan
akurasi dalam proses penerbitan dokumen. Penggupasngkat lunak khusus untuk
manajemen dokumen dan otomatisasi proses dapat amémimotaris pengganti dalam
mengelola dokumen dengan lebih efisien, serta memalkan risiko kesalahan atau kelalaian
dalam proses penerbitan dokumen.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkarekdeberlanjutan dan tanggung
jawab sosial dalam praktek notaris pengganti. N®taengganti harus memastikan bahwa
setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya tidakya memperhatikan kepentingan
ekonomi, tetapi juga memperhitungkan dampaknyaatlp lingkungan dan masyarakat
sekitar. Penerbitan dokumen hukum yang bertangguugb dapat memberikan kontribusi
positif terhadap pembangunan berkelanjutan dan esfaaan masyarakat, serta
memperkuat citra positif lembaga notaris di mathlipyPrakoso, Wibby Yuda, and Gunarto
Gunarto, 2017).

Dalam menjalankan tugasnya, notaris pengganti gdagat memainkan peran yang
penting dalam advokasi hak asasi manusia dan keaddsial. Notaris pengganti memiliki
akses ke berbagai informasi dan sumber daya ygueg dagyunakan untuk mendukung upaya
perlindungan hak asasi manusia dan penegakan &eadisial. Melalui penerbitan dokumen
hukum yang adil dan berkeadilan, notaris penggdagpat membantu memperjuangkan hak-
hak individu yang terpinggirkan atau kurang mamperta memperkuat prinsip-prinsip
keadilan dan keadilan dalam sistem hukum secaseban.

Selain itu, peran notaris pengganti juga dapatrilipe untuk memberikan edukasi
dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-takrhmereka dan proses hukum secara
umum. Pemahaman yang lebih baik tentang hukum dagmbbantu masyarakat untuk
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melindungi diri mereka sendiri dari penyalahgunatau ketidakadilan, serta meningkatkan
partisipasi mereka dalam proses hukum. Notaris geamg dapat menggunakan platform
online atau menyelenggarakan seminar dan lokakanggk memberikan informasi dan
pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat temiakdpak dan kewajiban hukum
mereka.

Dalam menghadapi perubahan yang cepat dalam liggkurhukum dan sosial,
notaris pengganti juga harus terus melakukan pambhatdan peningkatan diri. Pendidikan
dan pelatihan kontinyu sangat penting untuk merkestibahwa notaris pengganti tetap
relevan dan kompeten dalam menjalankan tugasny@risigengganti perlu terus memantau
perkembangan hukum dan teknologi, serta berpaasisipalam kegiatan pelatihan dan
pengembangan profesional untuk meningkatkan kemampulan keterampilannya dalam
praktek hukum (Mahaputera, W. A. 2021).

Oleh karena itu, peran notaris pengganti dalam rpéaa dokumen hukum untuk
keperluan keterangan hukum di pengadilan dan piglikeh kepolisian melibatkan berbagai
aspek yang kompleks dan penting. Notaris pengdalatk hanya bertanggung jawab untuk
memastikan keabsahan dan keandalan dokumen yamngitian, tetapi juga memiliki peran
yang lebih luas dalam memfasilitasi proses peradittan penegakan hukum, serta
berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan damb@elayaan Masyarakat (Wahyudi,
A., Erliyani, R., & Mispansyah, M. 2023).. Dengarmperhatikan semua aspek ini, notaris
pengganti dapat memainkan peran yang signifikaandahenjaga integritas dan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga notaris sebagai lenyaegadapat diandalkan dalam sistem
peradilan dan penegakan hukum.

KESIMPULAN

Dalam konteks penerbitan salinan dan minuta aktakukeperluan keterangan hukum di
pengadilan dan penyelidikan kepolisian, peran mfaengganti adalah penting dan tidak
bisa diabaikan. Notaris pengganti memiliki kewersangyang sama dengan notaris yang
digantikannya dalam membuat akta autentik, seseagah Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, kewanangbersifat terbatas dan sementara,
dan notaris pengganti harus memastikan bahwa sdtiapmen yang diterbitkan memenuhi
standar keabsahan dan keandalan yang ditetapkam takum dan etika profesi.

Selain memperhatikan aspek hukum, notaris penggagdi harus mengedepankan prinsip-
prinsip etika profesi dalam menjalankan tugasnyadeKetik profesi menegaskan pentingnya
notaris pengganti untuk menjaga independensi, litdsg dan kejujuran dalam setiap
tindakan dan keputusannya. Dalam hal ini, integnitataris pengganti menjadi kunci untuk
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembagyésrsgtcara keseluruhan.

Pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap landmsam, prinsip-prinsip etika
profesi, dan pandangan dari berbagai pihak tetiddtk dapat diabaikan dalam konteks
penerbitan dokumen hukum oleh notaris penggantbdélaan pandangan dan interpretasi
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hukum dapat mempengaruhi proses pengambilan kegytasn oleh karena itu, penting
untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dsnastikan bahwa setiap keputusan
didasarkan pada pertimbangan yang matang dan keargnmb

Dalam praktiknya, notaris pengganti juga harus nexhmdikan risiko dan konsekuensi

hukum yang mungkin timbul dari tindakan atau kepatuyang diambilnya. Kesalahan atau
kelalaian dalam penerbitan dokumen hukum dapatobempi menyebabkan masalah hukum
yang serius, termasuk pembatalan dokumen atautamngianti rugi. Oleh karena itu, notaris

pengganti perlu mengambil langkah-langkah pencegghag tepat dan memastikan bahwa
setiap tindakan yang diambil didasarkan pada pbeirgan yang matang.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi informastaris pengganti juga dihadapkan
pada tantangan baru terkait dengan keamanan dagritas dokumen elektronik. Oleh karena
itu, notaris pengganti perlu mengadopsi praktikkpkaterbaik dalam penggunaan teknologi

informasi untuk memastikan bahwa dokumen yang littean tetap aman dan terjamin

keabsahannya. Ini termasuk penerapan sistem keanyang kuat dan kepatuhan terhadap
peraturan privasi data yang berlaku.

Secara keseluruhan, kewenangan notaris penggdatn geenerbitan salinan dan minuta akta
untuk keperluan keterangan hukum di pengadilanmanyelidikan kepolisian memerlukan
pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai abpklm, etika profesi, dan
pandangan dari berbagai pihak terkait. Dengan mdmapkan semua faktor tersebut,
diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepdtik memastikan bahwa proses
hukum berjalan dengan lancar, adil, dan sesuaiattepgnsip-prinsip hukum yang berlaku.
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